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R e n c a n a  p e m e r i n t a h 
memungut Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) pada sekolah 
mencederai amanat UUD 1945, 
yaitu untuk mencerdaskan 
bangsa. Pendidikan merupakan 
tanggungjawab pemerintah 
sesuai dengan undang-undang. 
In i  tentu i roni  sementara 
pendidikan masih berjuang untuk 
meningkatkan mutu sumber daya 
manusia (SDM) guru dan tenaga 
pendidikan, peningkatan mutu 
lulusan, mencegah anak putus 
sekolah, pemerataan ketersediaan 
sarana dan prasana sekolah 
sesuai dengan standar nasional 
pendidikan, dan sinkronisasi 
kurikulum dengan perkembangan 
zaman. Apalagi ekonomi tidak 
sedang baik dihantam pandemi 
COVID-19. Ini semua perlu 
mendapat perhatian negara.

PPN j asa  pend id i kan 
sebesar 5 sampai 12 persen 
akan sangat memberatkan bagi 
masyarakat. Beban itu akan 
ditanggung masyarakat. Bila 

Ironi pada Masa Pandemi
kesenjangan. Ada yang 
gratis ada yang bayar. 
Yang gratis ini peserta didik 
sulit masuk yaitu sekolah-

sekolah negeri, karena daya 
tampungnya terbatas. Sedangkan 
yang bayar ada yang mudah 
dan ada yang sulit. Yang mudah 
adalah sekolah-sekolah kecil di 
kota dan pelosok desa. Sedang 
yang bayar tapi peserta didik sulit 
masuk adalah sekolah-sekolah 
hight quality di kota-kota besar. 

Jumlah sekolah kecil lebih 
banyak dari sekolah negeri dan 
sekolah swasta mahal. Sekolah 
swasta kecil banyak peserta 
didik dari kalangan tidak mampu 
seperti pekerja informal. Meskipun 
untuk orang yang tidak mampu 
bisa mengajukan keringanan 
biaya,  tapi tidak mudah. Sekolah-
sekolah yang diselenggaakan 
masyarakat atau sekolah swasta 
ini sangat membantu pemerintah 
untuk mencapai salah satu tujuan 
negara yaitu mencerdaskan 
bangsa. 

yang tersebar di seluruh pelosok 
daerah membutuhkan biaya dari 
masyarakat. Itupun tidak besar 
dan cukup untuk gaji guru dan 
tenaga kependidikan. Bila sekolah-
sekolah di pelosok ini dikenakan 
pajak 5 persen, masyarakat 
akan mendapat tambahan biaya 
pendidikan. 

Biaya pendidikan saat ini ada 

pendidikan mendapat 
beban secara akumultif 
akan memberatkan pada 
peserta didik dan satuan 
pendidikan.  Saat ini tanpa 
pajak saja,  anak putus sekolah 
masih tinggi. Bagaimana apabila 
ditambah pajak tentu akan lebih 
banyak anak yang putus. 

Pemerintah menyebut pajak 
hanya untuk sekolah komersial. 
Persentase sekolah komersial 
sangat kecil. Hanya berada di 
kota-kota besar saja. Dengan 
demikian, pajak dari sekolah tidak 
besar. Kebijakan ini justru akan 
mengarah pada komersialiasi 
sekolah. 

Untuk sekolah tingkat SD 
dan SMP negeri tidak dipungut 
biaya pendidikan. Sedangkan 
untuk SMA negeri  sederajat ada 
pungutan  biaya pendidikan. Hanya 
di kabupaten dan kota tertentu 
saja SMA negeri sederajat yang 
tidak dipungut biaya. Jumlahnya 
sangat  kec i l .  Sedangkan 
sekolah-sekolah swasta kecil 
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Rencana PPN pendidikan 
sangat t idak tepat karena  
masyarakat masih dihadapkan 
p a d a  k e s u l i t a n  d a l a m 
mengadaptasi pembelajaran 
dengan sistem baru  akibat 
pandemi  Cov id -19 .  Para 
guru masih mencar i  sols i 
dalam pembelajaran daring 
agar menar ik  dan mudah 
dipahami. 

Kalau lembaga pendidikan 
d i k e n a i  p a j a k ,  o t o m a t i s 
berpengaruh pada kenaikan  
pembayaran atau SPP sekolah. 
Padahal, masyarakat saat ini 
sedang banyak mengalami 
permasalahan ekonomi setelah 
adanya pandemi Covid-19.

Jika lembaga pendidikan 
dikenai  PPN  akan semakin 
menyulitkan masyarakat di 
tengah kondisi ekonomi yang 
serba susah. Seharusnya  

Jangan Meliberalisasi Pendidikan
bersama terutama oleh  
para pemangku kebijakan, 
t e r u t a m a  m a s a l a h 
honorar ium guru yang 

s a m p a i  s e k a r a n g  m a s i h 
bermasalah dan d ibawah 
standar. 

Karena itu,  negara harus 
kembali meninjau ulang agar  
sistem pendidikan kembali 
sesuai dengan cita-cita  Ki 
Hadjar Dewantara, bahwa 
m e n d i d i k  a n a k  a d a l a h 
mendid ik  warga.  Ar t inya, 
pendidikan memiliki tanggung 
jawab utama dalam rangka 
m e n g e m b a n g k a n  a n a k 
didik sebagai warga negara  
yang sadar akan tanggung 
jawabnya di tengah persoalan 
kebangsaan.

P e n d i d i k a n  t i d a k 
boleh di l iber lar isasi  yang 
kontraproduktif dengan nilai 

K e m e n t e r i a n  A g a m a 
(Kemenag) dengan guru yang 
mengajar di lembaga yang 
dinaungi kemendikbudristek  
sudah menjadi problematika 
tersendiri yang harus dipikirkan 

pemerintah hadir dengan 
kebijakan meringankan 
beban  rakya t ,  bukan 
menyusahkan rakyat.  

Pendidikan  adalah hak 
asasi yang dijamin Undang-
Undang, tak boleh diliberalisasi 
diserahkan pada mekanisme 
pasar. Negara harus  hadir 
dalam pelayanan pendidikan 
bagi masyarakat luas.

Dampak  penerapan PPN 
t idak hanya  membebani 
masyarakat kelas menengah 
ke bawah, tetapi  berpotensi 
meningkatkan angka anak 
putus sekolah dan membebani, 
serta kontraproduktif dengan 
upaya pemulihan ekonomi 
masa  pandemi yang  belum 
berakhir.

P e r b e d a a n  p e r l a k u a n 
antara guru yang mengajar 
di lembaga yang dinaungi 

Mochammad Fuad Nadjib  
Kepala SMK  Diponegoro Sidoarjo

kewarganegaraan. Ini adalah 
momentum penting untuk duduk 
bersama mengevaluasi kembali  
sistem pendidikan selama ini, 
terutama  yang berhubungan 
dengan tujuan melahirkan nilai 
kewarganegaraan.

Orientasi meningkatkan 
daya saing bangsa tetaplah 
dalam koridor meletakkan 
pendidikan di negeri ini sebagai 
upaya  sungguh-sungguh 
menciptakan warga negara 
yang baik. Dan pendidikan 
yang berkarakter adalah bagian 
penting untuk menciptakan 
kondisi  demikian. Dengan 
demikian, pendidikan yang 
berkarakter akhirnya akan 
dapat melahirkan generasi 
bangsa yang berakal cerdas 
dan berhati mulia sekaligus 
loyal sebagai warga negara.  
(yus)
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Maka mestinya sekolah 
digratiskan agar semua warga 
Negara bisa memperoleh haknya 
untuk memperoleh pendidikan 
sesuai dengan amanat undang-
undang sistem pendidikan 
nasional. Kalaupun tidak gratis, 
perbanyaklah beasiswa. Bukan 
malah mengenakan pajak. 
Perbanyaklah bea siswa untuk 
anak-anak berotak encer dan 
anak-anak tidak mampu agar 
kualitas SDM meningkat. 

PPN jasa pendidikan tidak 
hanya menimbulkan kesenjangan 
mutu pendidikan, tapi juga bisa 
mematikan satuan pendidikan 
ka rena  ke t idakmampuan 
masyarakat untuk membayar 
sekolah. Jika banyak sekolah 
yang tutup itu menjadi persoalan 
bagi pemerintah.  Jika tingkat 
pendidikan warga negara rendah 
akan menjadi beban negara,  
karena banyak SDM berkualitas 
rendah. Mereka tidak bisa bersaing 
tidak hanya dalam skala global, 
tapi juga regional. (S)
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PPN pendidikan  akan lebih 
memberatkan beban orangtua 
siswa. Tanpa adanya pajak saja 
orangtua siswa sudah merasa 
berat menyekolahkan anaknya 
di sekolah swasta, apalagi 
ditambah beban pajak dari 
pemerintah. 

Bukan tidak mungkin setelah 
pemberlakuan PPN  pendidikan 
SPP sekolah swasta dinaikkan. 
Meskipun ada dana BOSREG/
BOSDA, sekolah tetap butuh 
biaya untuk pengembangan 
pendidikan intra maupun ekstra, 
juga untuk kesejahteraan para 
pendidiknya. 

J i k a  o r a n g t u a  s i s w a 
keberatan dengan biaya  di 
s e k o l a h   s w a st a ,  a k a n 
banyak  s i swa   drop  ou t 
karena orangtuanya t idak 
mampu membiayai. Apalagi, 
untuk masuk sekolah negeri 
terkendala  sistem, seperti 

Banyak Sekolah Swasta Kesulitan Bertahan
fasilitas dan kesempatan 
belajar dengan tujuan 
mencerdaskan anak 
bangsa, akan hancur. 

Banyak sekolah, terutama 
sekolah swasta -- termasuk 
sekolah di bawah naungan 
PGRI -- sudah sulit bertahan 
pada masa  pandemi yang 
berkepanjangan ini. Sekolah, 
p e n d i d i k ,  d a n  t e n a g a 
kependidikan sangat bergantung 
kepada orangtua siswa yang 
saat ini sangat terganggu 
kondisi ekonominya. 

Sekolah tidak bisa memaksa 
mereka  untuk memenuhi 
kewajibannya melunasi uang 
administrasi, seperti SPP, sebab 
sekolah menyadari kondisi saat 
ini. Akan tetapi,  bisakah sekolah 
bertahan j ika hal ini terus 
berlanjut? Kondisi semacam 
ini  per lu dipert imbangkan 
sebelum pemerintah benar-

jika pemerintah tidak bijak 
dalam menentukan kebijakan,  
sekolah swasta yang nota bene 
mitra pemerintah di bidang 
pendidikan, yang membantu 
p e m e r i n t a h  m e m e n u h i 
kewajibannya menyediakan 

zonasi. Anak-anak yang 
prestasinya biasa-biasa 
saja akan sulit masuk 
sekolah negeri ketika 
tempat tinggalnya tidak dapat 
menjangkau sekolah negeri. 
Sehingga, mereka  harus 
mencari sekolah swasta  di 
dekat tempat tinggalnya. 

Jika orangtuanya mampu, 
atau paling tidak mau berusaha 
mencarikan biaya anaknya 
untuk masuk sekolah swasta,  
mereka akan bisa melanjutkan 
sekolah dengan tenang. Akan  
tetapi,  jika prestasinya biasa-
biasa saja, tempat t inggal 
jauh dari sekolah tujuan, dan 
orangtuanya tidak punya biaya 
maka sulit bagi mereka  untuk 
bisa melanjutkan sekolah. 

Program waj ib  be la jar 
12 tahun wajib kita dukung 
agar  pendidikan di Indonsia 
akan meningkat. Akan tetapi,  
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benar memberlakukan PPN  
pendidikan. 

Saat ini guru-guru swasta 
yang sudah masuk Dapodik 
bisa dikatakan agak lega 
karena  bisa menikmati dana 
insent i f   dar i  pemer intah 
per triwulan, tetapi ada juga 
yang sudah beberapa tahun 
mengajar tidak bisa masuk 
Dapodik. Ini akan menghambat 
yang bersangkutan untuk bisa 
merasakan kenikmatan yang 
dirasakan oleh teman-temannya 
yang sudah dapat dana insentif 
tersebut.

P e m e r i n t a h  h a r u s 
memberikan perhatian  lebih 
terhadap  keberadaan sekolah 
swasta mengingat  beg i tu 
pentingnya peran sekolah 
swasta dalam turut  ser ta 
mencerdaskan bangsa dan ikut 
meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia Indonesia. (gie)
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